WALl KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOVOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEIVENUHAN KEWAJIBAN PAJIAK DAERAH DALAM
PEIVBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHVIAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALl KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian
Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu;

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

VEMUTUSKAN

PERATURAN WALl KOTA TENTANG TATA CARA
PEHAGANAAN KONHIRVASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEIVENUHAN KBEWAJIBAN PAJAK
DAERAH DALAM PEVBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1 Daerah adalah Kota Balikpapan.

2. Pemerintan Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.

4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya
disingkat DPMPT adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub urusan

pemerintahan bidang pelayanan satu pintu yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah.
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Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran
rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak
Daerah, pemotong Pajak Daerah, dan pemungut Pajak Daerah, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Konfimasi Status WAajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk
memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat BPPDRD adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi
Daerah.

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari
pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya
sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan
pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB
adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 2
Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan
Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan
kewajiban Pajak Daerah dalam pemberian layanan publik tertentu.

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan pelayanan publik;
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b. meningkatkan pendapatan Daerah; dan
c. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

BAB I
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 3
Jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(D) meliputi layanan Perizinan dan Nonperizinan yang ditetapkan dalam
Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPT.

Jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan keterangan status valid dari
Direktorat Jenderal Pajak.

BAB III
TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

Pemerintah Daerah melalui DPMPT melakukan Konfirmasi Status \Wajib

Pajak kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui

Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak

sebelum memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3.

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

a. sistem informasi pada DPMPT yang terhubung dengan sistem informasi
pada Direktorat Jenderal Pajak; atau

b. aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh

DPMPT,Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan keterangan status

valid atau tidak valid terhadap Wajib Pajak.

Terhadap Wajib Pajak yang memperoleh keterangan status tidak valid

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dapat mengajukan

permohonan untuk mendapatkan status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan

Pajak dengan melampirkan keterangan status Wajib Pajak yang tidak

valid.
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BAB IV
PENELITIAN TERHADAP PEVENUHAN KEWAIJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 5
Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dilakukan oleh
DPMVPT  terhadap pemohon layanan publik tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk proses permohonan Perizinan dan
Nonperizinan baru dengan menunjukkan dokumen berupa:

a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; dan
b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.

Dalam hal proses permohonan layanan publik tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk proses permohonan Perizinan dan

Nonperizinan perpanjangan, penelitian terhadap pemenuhan kewajiban

Pajak Daerah dilakukan dengan menunjukan dokumen berupa:

a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;

b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalinan kepemilikan;
dan

c. bukti pembayaran Pajak Daerah 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan
klasifikasi jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan yang diajukan
permohonannya.

Dalam hal persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) tidak dipenuhi maka permohonan Perizinan dan Nonperizinan

tidak dapat diproses.

Pasal 6

Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
a. sistem informasi pada DPMPT yang terhubung dengan sistem informasi

pada BPPDRD; dan

b. aplikasi yang terintegrasi antara DPMPT dengan BPPDRD.



BAB Il
PEVBIAYAAN

Pasal 7
Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Januari 221

WALl KOTA BALIKPAPAN
Ttd.
M RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 26 Januari 221

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
SAYID MN FADU
BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 221 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

YEMMIE HMDRAWAN PUTRA
NIP.197506082009031004



